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Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);




* Keuangan Daerah (|
2005 Nomor 140, T4
Nomor 4578),

ahun 2005 tentang Pquelolaan
egara Republik Indonesia Tanhun
Mbaran Negara Republik Indonesia

eMmbaran
mbahan LeN

aturan Pemeri
7. PP(gLangan dzr:e;?;:lr}aN&m?r 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
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g. Peraturan Pemerintah N,
Undang-Undang Nom

o "‘2‘3’ 3; Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

dud ahun 2006 tentang Administras!
lrflz‘::r UB(I)J,ka'?a(nI;?)’:r?:r:an Negara Republik Indonesgia Tahun 2007
Nomor 4736 ) : Lembaran Negara Republik Indonesia

9. Peraturan Presiden Nom
dan Tata Cara Pendaftar Or 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

an Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10'223?:::2 g‘: nte:i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
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11.Peraturan  Daerah Kabupaten K
udus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2
007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114),

13.Peratuan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kefja Dinas Daerah Kabupaten Kudus
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MEMUTUSKAN

refapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI PENDUDUK KABUPATEN KUDUS YANG MENINGGAL DUNIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Kudus.



B ™

10.

1.

12.

13.

pemerintah Kabupatep, adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
Bupati adalah Bupat Kuduys.

camat adalah Camat g; Kabupaten Kudus

Ketua Rukun Tetangga

tua
(RT) ata adalah Ke
Rukun Tetangga (RT) / ) atau Rukun Warga (RW)

Rukun Warga (RW) di Kabupaten Kudus.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati
yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerap yang ditugasi untuk menerima,
mengadministrasikan, mengkaji dan  memproses penyaluran

bantuan uang duka kepada yang berhak sesuai ketentuan-ketentuan
dalam Peraturan Bupati inj.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Pejabat
Pengelola Keuangan D

aerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Bantuan Uang Duka Bagi

meninggal dunia yang selan
adalah pemberian bantuan d

Penduduk Kabupaten Kudus yang
jutnya disebut bantuan uang duka
alam bentuk uang yang dibebankan

Penduduk Kabupaten Kudys yang selanjutnya disebut penduduk

adalah Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang bertempat
tinggal di Kudus, dan tercatat dalam dokumen kependudukan pada

Daerah yang mempunyai tugas pokok dan

Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas
resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus yang berlaku di
seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kartu Keluarga selanjutnya disingkat K
keluarga yang diterbitkan oleh Satuan
mempunyai tugas pokok dan fungsi
Catatan Sipil Kabupaten Kudus dan me
dan hubungan dalam keluarga, serta id

K adalah kartu identitas
Kerja Perangkat Daerah yang
urusan Kependudukan dan
muat tentang nama, susunan
entitas anggota keluarga.



14.

15.

S”'Ztndu'éileéﬁ“ga" Kematian adalah salah satu dOKUT®

‘l((ee%ala Desa/Luéahn ®TUpa  surat keterangan yang d“e’b“ﬁg
a g a

seorang pendudyk ey meﬂerangkan adanya peristiwa kem

Sebab-sebab lain yq

yang luar p;
karena pembunyhap dan/atalt}Iasa

sebagai Kejadian | g, Bias

ian
adalah sebab-sebab -ken:a:::n
Wabah penyakit yang dinyatd
2 Oleh Pejapat yang berwenang.

BAB ||

PRINSIP DAN BESARNYA ANTUAN UANG DUKA

Penetapan kriteria miskin mend ima Bantuan
Langsung Tunai (BLT asarkan pada data peneri

yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kudus, datq Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS) - dan/atay  gatq penerima Jaminan Kesehatan
Masyarakat Daerah (JAMKESDA) yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Bupati.

Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA) sebagaimana
dimaksud pada ayat (

2 ayat (2) adalah jaminan kesehatan masyarakat bagi
masyarakat miskin di Kabupaten Kyqus d luar kuota yang dijamin
melalui  Jaminan  Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan

berdasarkan indikator kemiskinan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaky.

Besarnya bantuan uang duka yang diberikan adalah sebagai berikut :

a. Meninggal dunia karena lanjut usia atau sakit mendapat bantuan
uang duka sebesar Rp.1.00

0.000,- (satu juta rupiah);
b. Meninggal dunia karena bencana, kecelakaan, atau sebab-sebab
lain yang bersifat luar b

iasa mendapat bantuan uang duka
sebesar Rp.2.500.000 - (dua juta lima ratus ribu rupiah)

BAB II|
PENERIMA BANTUAN UANG DUKA
Pasal 3

Penerima bantuan uang duka adalah ahli waris yang sah dari
penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia.

Ahli waris yang tidak berhak menerima bantuan uang duka adalah

ahli waris dari penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia
karena:

a.  bunuh diri;
b. terinfeksi virus HIV/ AIDS:



y

terlibat dalam perbuatan
v SR melan :
d. tidak berdomisi tetap i W"ayaﬁg,?; gluu:;r:r,] Kudus; dan/ata
e tidak mempunyaj kTp Kabupaten Kudus yang masih berlakV

palam hal Penduduk Kap
(3) ahli 2 |leh orang

menmiliki

Ahli waris yang berhak menerima b ka adalah janda
@) atau dudanya yang sah antuan uang du

) Dalam.hal_ janda atay dudanya yang sah tidak ada, bantuan uang
duka diberikan kepada anak atay anak-anaknya yang sah.

3) Dalam hal janda atay dudanya dan anak atau anak-anaknya yang

( sah tidak ada, bantuan vang duka diberikan kepada orang tuanya
yang sah.

Pasal 5

(1) Disamakan kedudukannya dengan anak dan orang tua yang sah
adalah anak tiri dan oran

g tua tiri sebagai ahli waris yang sah.
(2) Anak angkat dan orang tua angkat disamakan kedudukannya
sebagai ahli waris sah

_ : apabila telah mendapatkan putusan dari
Pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya.

BAB IV
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA

Pasal 6

(1) Bupati memberikan mandat

guna pelaksanaan pengelolaan bantuan
uang duka kepada Kepala S

KPD yang ditunjuk.
(2) Berdasarkan pemberian mandat

sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala SKPD men

yampaikan laporan pelaksanaan pemberian
uang duka kepada Bupati setiap 1 (satu) minggu sekali.

Pasal 7

(1) Ahli waris yang berhak menerima bantuan uang duka sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mengajukan surat permohonan

bantuan uang duka kepada Kepala SKPD yang ditunjuk dengan
tembusan kepada Camat setempat.



t ermOhOnan b ' ada
2) 2;1;?(19) dilampiri - b uang duka sebagaimana dimaksud P

a. Foto copy KTp

: yan i
meninggal dunia yq S nesih

Yang diketah i
danfatau Rukun Warga (Ryy) aot.

b. Foto copy Karty Keluarga (ki Domisil
i t terangan
d?r;‘ l:(el;:argg EET\UUGUR i ) n?e?]?n ;grlatdllf; : yagg diketgw)'
eh Ketua Ry
(s)etempat; i Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (

and
berlaku milik penduduk !{RT)
Ketua Rukun Tetangga
Mpat:

Foto copy Sura@ Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah
dan Akta Kematian yang dilegalisir pejabat Dinas Kependuc_iukan_
dand F;tenca'catal?t Sipil - atay foto copy surat bukti reglst(rjail
penaararan g a emati ) | dillan a

Pencatatan Sipil: lan  dari Dinag Kependu

d. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah;

e. Surat Keterangan day; Kepala Desa/Lurah bahwa penduduk yang
meninggal dunia adajan Penerima atau anggota keluarga dari
penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan
Masyarakat (JAMKESMAS dan/atau ~Jaminan Kesehatan
Masyarakat Daergh (JAMKESD ).

(3) Dalam hal pendudyk Yang meninggal dunia disebabkan karena
kecelakaan atauy sebab-sebab |ajn yang bersifat luar biasa,
sebagaimana dimaksyq dalam Pasa| 2 ayat (4) huruf b dilampiri surat
keterangan kematian

(resum) dari dokter rumah sakit atau
puskesmas dan/atay Surat keterangan dari Kepolisian.

(4) Dalam h_al ahli waris lebih dar; 1 (satu) orang, maka ditunjuk salah
satu ahli waris yang mewakili dan mendapat kuasa dari seluruh ahli
waris yang lainnya yang dituangkan dalam surat kuasa dan
bermaterai cukup.

(5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan
sebagai tambahan

Persyaratan pengajuan permohonan bantuan
uang duka.

Pasal 8

(1) Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) paling sedikit memuat nama, umur, alamat, nama ahlj waris yang

sah, dan penyebab kematian dari penduduk yang meninggal dunia,
yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud
paling lambat 3 (tiga) hari kerja dihitun
meninggalnya penduduk Kabupaten Ky
Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

pada ayat (1) diajukan
g sejak waktu atau jam
dus, sudah diterima oleh

(3) Kebala SKPD berkewajiban untuk meneliti
keabsahan permohonan bantuan uang duka dal

lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
pPermohonan bantuan uang duka.

kebenaran atay
am waktu paling
diterimanya surat

;



ptas 2527 penelitian permohonan dimaksud pada ayat 3). Kepald

(4} SKPD dapat menenma atay menolak permohonan

rgebut diproses lebih tanjut untuk pencairan bantuan yang dukd

psual dengan mekanisme yang berlaky dan diserahkan penerima

hantudn yang duka.

palam he! Kepala SKPD menolak permohonan, maka penolakan
tersebUt harus disampaikan kepada pemohon denéan disertai alasan

yang jelas.

7 penerima bantuan uang duka berkewajiban menandatangani tanda
( erima uang | kwitansi dqlam rangkap 3 (tiga), lembar pertama asli
permatera cukup yang dibebankan kepada penerima bantuan Uand

duka.
BABV
AKTA KEMATIAN
Pasal 9

Untuk mendapatkan akta.kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
o (2) hurdf G penerima bantuan uang duka wajib mengurus akta
ié matian penduduk yang meninggal dunia.
BAB VI
SUMBER DANA
Pasal 10

g duka bersumber dari dana APBD Kabupaten Kudus,

pantuan uan
tertuang dalam DPA PPKD pos Bantuan Sosial.

sebagaimand

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11
Pengajﬁan bantuan uang duka sebelum ditetapkannya  dan
diundangkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, akan dibayarkan setelah Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan diundangkan.



BAB v

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

hal yang belum diatyr g |
Halha ki 3lam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenal kNS pelaksanaznnya akan ditetapica 1oy anjut oleh Bupati

Pasal 13
peraturan Bupati ini mulai berlak Pada tanggal ditetapkan

;’ garturil{ar:lagupgl:c?n?ni @Zﬂgitah“"‘yav memerintahkan  pengundangan
.. era N peneimnat _ :
| Eabupaten Kudus. patannya dalam Berita Daera

No. Jabatan

-0

,4'\\”'33?'\%

Ditetapkan di Kudus

1.] Sekda

2.1 Asisten Sekda v

3.1 Kepala Bagian

4.1 Lainnya
kan d! Kudus S -
Pebruari 2009

MUSTHOFA

g
;uda langgal a

VEKRETARls DAERAH KABUPATEN KUDUS,
b

DRI HU 0

ARITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR ¢
B
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